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 Transformasi hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama 
merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan 
hukum di Indonesia. Perbedaan pandangan antara hukum positif dan 
hukum Islam memberikan celah hukum bagi praktik tersebut sehingga 
menimbulkan ketidakpastian hukum serta beragam tafsir di kalangan 
masyarakat dan praktisi hukum. terutama terkait dengan keabsahan akad 
nikah beda agama, menjadi aspek krusial yang perlu dikaji secara kritis. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi hukum perdata 
Islam dalam konteks tersebut dengan menelaah akad pernikahan serta 
relevansi dan implikasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
menegaskan ketidakbolehan pernikahan beda agama bagi umat Muslim. 
Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan fatwa, studi ini menemukan bahwa meskipun fatwa MUI 
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pengaruhnya dinilai sangat kuat 
dalam membentuk kebijakan dan pandangan masyarakat Muslim. Hasil 
penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum perdata Islam dalam 
praktik nikah beda agama masih berada dalam ruang negosiasi antara 
hukum negara, yurisprudensi, dan norma-norma keagamaan yang 
berkembang di masyarakat. 
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Pendahuluan  

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai institusi yang memiliki kedudukan fundamental, 

tidak hanya sebagai ikatan sosial dan budaya, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang menuntut 

pemenuhan prinsip-prinsip hukum syariah. Ajaran Islam menekankan bahwa akad nikah bukan 

sekadar perjanjian kontraktual, melainkan sebuah ibadah yang mengandung nilai spiritual, moral, dan 

sosial. Oleh karena itu, aturan mengenai pernikahan dalam Islam telah diatur secara rinci dalam al-

Qur’an, hadis, serta ijma’ ulama. Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya menyentuh aspek prosedural, 

tetapi juga memuat prinsip mendasar tentang kesucian hubungan rumah tangga, keberlangsungan 

generasi, dan keselarasan sosial. Dalam konteks ini, isu pernikahan beda agama muncul sebagai 

problematika serius karena menyangkut keabsahan akad nikah itu sendiri serta konsistensi umat 

Islam dalam menjaga prinsip tauhid dalam kehidupan berkeluarga  (Lazuardi & Viktorahadi, 2024). 

Fenomena pernikahan beda agama menjadi diskursus penting di tengah masyarakat pluralistik, 

termasuk Indonesia yang diakui sebagai negara dengan keragaman agama, budaya, dan etnis yang 

tinggi. Meskipun pluralitas menjadi kekayaan bangsa, pada saat yang sama juga menimbulkan 
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tantangan besar dalam aspek hukum keluarga. Hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan turunannya, secara eksplisit tidak 

mengakomodasi praktik pernikahan beda agama, meskipun terdapat perdebatan interpretasi di 

tingkat peradilan. Sebaliknya, hukum Islam melalui fikih klasik maupun fatwa kontemporer cenderung 

lebih tegas dalam melarang praktik tersebut, kecuali dalam kondisi terbatas yang ditoleransi sebagian 

ulama klasik. Jurang perbedaan ini menimbulkan problem kompleks: apakah hukum perdata Islam 

mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial modern, atau justru tetap mempertahankan norma-

norma tradisionalnya (Fahmi, 2019). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan yang berperan penting dalam 

memberikan fatwa, telah berkali-kali mengeluarkan pandangan hukum mengenai nikah beda agama. 

Fatwa MUI secara konsisten menegaskan ketidakbolehan pernikahan beda agama, baik antara Muslim 

dengan non-Muslim maupun sebaliknya. Argumentasi MUI didasarkan pada prinsip menjaga akidah, 

melindungi keturunan (hifz al-nasl), serta menghindari mudarat yang dapat timbul dalam kehidupan 

rumah tangga. Namun demikian, dalam praktik sosial, fatwa ini sering kali berbenturan dengan realitas 

masyarakat yang lebih terbuka dan global, di mana interaksi lintas agama semakin intensif dan 

menimbulkan ikatan emosional antarindividu. Dengan demikian, fatwa MUI tidak jarang dipersepsikan 

sebagai instrumen hukum yang kaku dan kurang memberikan ruang terhadap realitas sosiologis 

(Wibowo, 2018). 

Dalam dimensi hukum perdata Islam, akad nikah memiliki posisi sentral sebagai pintu masuk 

sahnya suatu pernikahan. Akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian formal, tetapi juga 

mengandung nilai ibadah dan kesakralan. Oleh karena itu, perbedaan agama antara calon mempelai 

dapat menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah akad tetap sah apabila salah satu pihak tidak 

berada dalam koridor keimanan Islam?. Dari perspektif fikih, mayoritas ulama berpendapat bahwa 

perbedaan agama secara prinsip membatalkan sahnya akad nikah, karena akad pernikahan dipandang 

sebagai kontrak yang memerlukan kesamaan iman sebagai pondasi utamanya. Pertanyaan kritis 

kemudian muncul: sejauh mana transformasi hukum perdata Islam memungkinkan reinterpretasi 

akad nikah dalam konteks masyarakat modern yang plural (Nuroniyah, 2017). 

Selain aspek normatif, praktik nikah beda agama juga menimbulkan persoalan serius dalam 

aspek administratif. Di Indonesia, pernikahan hanya sah apabila dicatatkan oleh negara sesuai dengan 

aturan perundang-undangan. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama 

(KUA) yang berlandaskan hukum Islam. Dengan demikian, nikah beda agama hampir tidak mungkin 

diakui secara resmi di bawah yurisdiksi hukum Islam. Hal ini mendorong sebagian pasangan untuk 

mencari jalan lain, seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri atau melalui jalur hukum perdata 

non-Islam. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara otoritas agama, hukum negara, 

dan pilihan personal masyarakat, sehingga mempertegas urgensi kajian kritis terhadap akad nikah 

dalam praktik pernikahan beda agama (Rofiq, 2013a). 

Polemik pernikahan beda agama juga tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap 

keberlanjutan keluarga, hak-hak anak, dan penerimaan sosial. Anak yang lahir dari pernikahan beda 

agama sering kali menghadapi dilema identitas keagamaan, terutama dalam konteks pendidikan 
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agama, kewarisan, dan status sosial. Dalam hukum Islam, kejelasan agama anak menjadi salah satu 

tujuan pokok pernikahan. Ketidakjelasan ini tidak hanya menimbulkan problem hukum, tetapi juga 

problem sosial yang dapat merusak harmoni keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik nikah beda 

agama tidak hanya sekadar menyangkut akad nikah sebagai prosedur formal, tetapi juga menyangkut 

masa depan keluarga dan integrasi sosial yang lebih luas (Syarifuddin, 2007). 

Secara historis, perdebatan mengenai pernikahan beda agama sudah muncul sejak masa klasik. 

Sebagian ulama menoleransi pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, 

dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-

Muslim secara tegas dilarang. Namun, perkembangan zaman menunjukkan bahwa toleransi ini 

semakin sulit diterapkan, terutama dalam masyarakat mayoritas Muslim yang plural dan demokratis 

seperti Indonesia. Fatwa MUI sebagai produk ijtihad kontemporer merefleksikan upaya untuk 

menutup celah praktik nikah beda agama dengan alasan menjaga stabilitas aqidah dan harmoni sosial. 

Akan tetapi, dari perspektif transformasi hukum perdata Islam, masih terbuka ruang kajian untuk 

menilai apakah fatwa tersebut sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern atau 

justru memperlebar kesenjangan antara norma agama dan realitas sosial (Tamam, 2021). 

Dalam konteks akademik, studi kritis terhadap fatwa MUI tentang nikah beda agama menjadi 

penting karena mencerminkan dinamika transformasi hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. 

Fatwa tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang 

membentuk perilaku umat. Namun, apabila fatwa tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan 

masyarakat, maka akan muncul resistensi atau bahkan pengabaian terhadap otoritas keagamaan itu 

sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengeksplorasi dimensi-dimensi kritis akad nikah 

dalam praktik nikah beda agama, serta menilai sejauh mana fatwa MUI berperan dalam membentuk 

hukum perdata Islam yang relevan dengan konteks pluralisme Indonesia (Muiksan, 2017). 

Lebih jauh, transformasi hukum perdata Islam terkait nikah beda agama perlu dilihat sebagai 

bagian dari proses panjang dialog antara teks, konteks, dan realitas sosial. Hukum Islam yang bersifat 

normatif tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terus 

berubah. Oleh karena itu, ijtihad ulama dan fatwa keagamaan harus dilihat sebagai upaya rekonstruktif 

untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme teks agama dan pragmatisme realitas sosial. Dalam 

hal ini, akad nikah bukan hanya sekadar kontrak legal, tetapi juga simbol rekonsiliasi antara nilai-nilai 

agama dan kebutuhan sosial (Silmi, 2024). 

Penelitian ini tidak hanya mengkaji fatwa MUI secara tekstual, tetapi juga menyoroti 

implikasinya terhadap transformasi hukum perdata Islam di Indonesia. Dengan pendekatan kritis, 

penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana akad nikah diposisikan dalam kerangka hukum Islam, 

serta bagaimana fatwa MUI diinterpretasikan dalam praktik sosial masyarakat. Tujuannya adalah 

untuk menilai apakah fatwa tersebut benar-benar memberikan solusi terhadap permasalahan nikah 

beda agama, atau justru menambah kompleksitas masalah yang dihadapi pasangan beda agama dalam 

kehidupan nyata. 

Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis 

terhadap pengembangan hukum perdata Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan responsif. Dengan 
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menempatkan akad nikah sebagai fokus analisis, penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan 

mendasar mengenai transformasi hukum Islam di tengah masyarakat pluralistik. Hal ini penting tidak 

hanya untuk memperkuat legitimasi hukum Islam dalam menghadapi tantangan modernitas, tetapi 

juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dalam menjaga keharmonisan keluarga 

dan stabilitas sosial di Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus 

pada eksplorasi makna, pemahaman, serta interpretasi terhadap fenomena hukum perdata Islam 

dalam praktik nikah beda agama, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif atau angka-angka 

statistik. Sebagai penelitian kualitatif, studi ini lebih menekankan pada analisis teks, pemikiran, serta 

dokumen hukum yang berhubungan dengan akad nikah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Peneliti berupaya memahami bagaimana transformasi hukum Islam berlangsung dalam konteks 

pernikahan beda agama, dengan memandang fenomena ini bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga 

dalam kaitannya dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat Muslim di Indonesia (Ali, 2021). 

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi landasan yang tepat untuk menggali makna mendalam, 

kompleksitas, serta implikasi dari fatwa dan praktik hukum yang terjadi (Azwar, 2014). 

Jenis penelitian studi pustaka (library research) digunakan karena seluruh data yang dianalisis 

bersumber dari dokumen tertulis yang relevan. Sumber data utama terdiri atas kitab-kitab fikih klasik, 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, fatwa-fatwa MUI, serta karya-karya ilmiah dari para 

ulama dan pakar hukum Islam yang membahas pernikahan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga 

memanfaatkan literatur sekunder berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu 

yang relevan untuk memperkuat kerangka analisis (Sunggono, 2007). Proses pengumpulan data 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, serta mengkritisi dokumen-dokumen tersebut, 

kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola, perbedaan 

pandangan, serta titik temu yang dapat menjelaskan transformasi hukum perdata Islam terhadap 

praktik nikah beda agama. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai kedudukan akad nikah dalam pernikahan beda agama, serta bagaimana fatwa 

MUI berkontribusi dalam membentuk arah hukum Islam di Indonesia (Sukmadinata, 2007). 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Konsep Akad Nikah dalam Hukum Perdata Islam dan Implikasinya Terhadap Nikah Beda 

Agama 

Dalam hukum perdata Islam, akad nikah dipahami sebagai inti dari proses pernikahan yang 

memberikan legitimasi dan keabsahan suatu perkawinan. Akad nikah bukan sekadar kontrak antara 

dua individu, tetapi sebuah perjanjian sakral yang mengandung nilai ibadah. Islam memandang 

pernikahan sebagai institusi yang bertujuan menjaga keturunan, melindungi kehormatan, serta 
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memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, akad nikah memiliki dimensi spiritual, 

hukum, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap rukun dan syarat yang ditetapkan 

dalam fikih Islam dimaksudkan untuk menjamin bahwa akad nikah berlangsung secara sah, 

bermartabat, dan sesuai dengan maqashid syariah (Rofiq, 2013b). 

Rukun-rukun akad nikah yang disepakati mayoritas ulama meliputi adanya calon suami dan 

calon istri yang memenuhi syarat hukum, wali nikah bagi mempelai perempuan, dua orang saksi yang 

adil, serta ijab qabul yang diucapkan dengan jelas. Selain itu, mahar juga menjadi syarat penting yang 

harus dipenuhi sebagai simbol penghormatan kepada perempuan. Unsur-unsur tersebut menunjukkan 

bahwa Islam menekankan aspek formal sekaligus substansial dalam pernikahan, yakni kejelasan akad 

dan keberlanjutan tanggung jawab. Tanpa terpenuhinya rukun ini, akad nikah dianggap tidak sah, 

sehingga ikatan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif Islam (Achmad Asfi 

Burhanudin, 2019). 

Ketika konsep akad nikah ini dihadapkan pada realitas nikah beda agama, muncul persoalan 

yang cukup kompleks. Mayoritas ulama bersepakat bahwa pernikahan antara perempuan Muslim 

dengan laki-laki non-Muslim tidak diperbolehkan, karena dianggap mengancam kemurnian akidah dan 

berpotensi melemahkan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga. Sebagian ulama membolehkan laki-laki 

Muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi pandangan ini sangat terbatas dan masih menimbulkan 

perdebatan panjang. Hal ini menandakan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjaga 

keabsahan akad nikah yang melibatkan perbedaan agama (Suadi, 2021). 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir untuk mempertegas posisi ini. MUI menegaskan 

bahwa pernikahan beda agama, baik antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim maupun 

sebaliknya, adalah tidak sah menurut hukum Islam. Fatwa ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat 

Al-Qur’an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga agama sebagai salah satu maqashid 

syariah. Dengan kata lain, akad nikah tidak dapat dianggap sah apabila dilangsungkan oleh pasangan 

yang berbeda keyakinan, karena syarat dasar kesamaan agama tidak terpenuhi (Mustajab & Zahara, 

2023). 

Namun demikian, realitas sosial di Indonesia yang pluralistik menghadirkan tantangan 

tersendiri. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur legalitas 

nikah beda agama, tetapi menekankan bahwa pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum 

agama masing-masing. Rumusan yang bersifat umum ini membuka ruang tafsir yang berbeda-beda di 

kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Akibatnya, dalam praktik peradilan maupun pencatatan 

perkawinan, terjadi ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terkait pernikahan beda agama. 

Ketiadaan aturan eksplisit dalam undang-undang menyebabkan beberapa pasangan beda agama 

mencari jalan keluar alternatif. Sebagian pasangan memilih untuk menikah di luar negeri, di negara 

yang membolehkan pernikahan beda agama, kemudian mendaftarkan pernikahan mereka di 

Indonesia. Ada juga pasangan yang melakukan konversi agama secara formal atau administratif, 

meskipun sering kali hal ini hanya bersifat sementara untuk memenuhi persyaratan administratif. 

Praktik-praktik ini menimbulkan polemik mengenai keabsahan akad nikah mereka dalam perspektif 

Islam (Sudarsono, 1991). 
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Implikasi dari praktik nikah beda agama ini sangat luas. Dalam konteks hukum Islam, 

pernikahan tersebut dianggap tidak sah sehingga menimbulkan persoalan serius terkait hak-hak 

perkawinan. Status anak hasil pernikahan, hak waris, dan perwalian menjadi isu yang rawan 

menimbulkan konflik hukum. Dalam masyarakat, hal ini juga menimbulkan stigma dan ketegangan 

sosial, karena pernikahan beda agama sering dipandang bertentangan dengan norma agama 

mayoritas. Dengan demikian, akad nikah yang seharusnya menjadi sarana legalisasi hubungan suami 

istri justru menjadi sumber problematika hukum dan sosial (Jakiyah & Amelda, 2023). 

Dalam hukum positif, meskipun pencatatan perkawinan diakui sebagai syarat administratif, hal 

itu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan substantif keabsahan perkawinan menurut syariat. 

Ketika pernikahan beda agama dicatat secara hukum negara, pasangan tersebut memperoleh 

pengakuan administratif, tetapi dalam perspektif hukum Islam mereka tetap dianggap tidak sah. 

Ketidaksinkronan antara dua sistem hukum ini memperumit posisi pasangan beda agama dalam 

menjalani kehidupan rumah tangga (Bandiyah, 2021). 

Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali konsep akad nikah dalam kaitannya dengan 

nikah beda agama, baik dari sisi normatif maupun praktik. Reinterpretasi terhadap fatwa-fatwa 

keagamaan dengan mempertimbangkan realitas sosial dapat menjadi langkah penting untuk 

memberikan kepastian hukum. Hal ini tidak berarti mengabaikan prinsip syariah, tetapi menempatkan 

hukum Islam dalam dialog dengan kebutuhan masyarakat yang plural. Dengan demikian, akad nikah 

dapat dipahami secara lebih kontekstual tanpa kehilangan esensi keagamaannya (Auni et al., 2022). 

Selain itu, dialog lintas agama dan lintas disiplin ilmu sangat diperlukan. Ulama, akademisi 

hukum, dan pemerintah perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya 

berbasis pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. 

Upaya ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap 

perbedaan, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti agama. Dengan begitu, akad nikah tetap terjaga 

kesakralannya sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman (Saiin, 2015). 

Perdebatan mengenai akad nikah dalam konteks pernikahan beda agama tidak hanya 

menyangkut masalah legalitas, tetapi juga menyangkut persoalan identitas, keadilan, dan hak asasi 

manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kemaslahatan manusia dapat memberikan 

ruang untuk diskursus yang lebih luas mengenai hal ini. Transformasi hukum perdata Islam diperlukan 

agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan masyarakat pluralistik. Pembahasan mengenai 

akad nikah dan implikasinya terhadap nikah beda agama menegaskan perlunya integrasi antara norma 

syariah, fatwa ulama, dan regulasi negara. Harmonisasi ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan 

antara hukum agama dan hukum positif, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua 

pihak. Akad nikah harus tetap diposisikan sebagai perjanjian suci yang melindungi kehormatan, hak, 

dan keberlangsungan keluarga, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi kehidupan rumah tangga dalam 

masyarakat yang beragam. 

 

2. Fatwa MUI Tentang Nikah Beda Agama: Analisis Kritis Terhadap Perspektif Hukum Islam 

dan Sosial 
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 Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa memiliki peran penting dalam 

memberikan pandangan hukum Islam mengenai berbagai persoalan masyarakat, termasuk pernikahan 

beda agama. Dalam beberapa fatwa yang telah dikeluarkan, MUI secara tegas menyatakan bahwa 

pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim tidak sah menurut hukum Islam (Itrawadi et al., 

2023). Fatwa MUI tahun 2005, misalnya, menegaskan bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim 

dengan perempuan non-Muslim atau sebaliknya dilarang, karena bertentangan dengan prinsip syariah 

dan berpotensi merusak akidah umat Islam. Fatwa ini merujuk pada dalil-dalil Al-Qur'an yang 

melarang umat Islam menikahi orang musyrik dan menganjurkan pernikahan dengan sesama Muslim 

(Yanti, 2022). 

Seperti Surah Al-Baqarah ayat 221 yakni sebagai berikut ; 

 

ؤْمِنَة ااوَلََمَة اااۗيؤُْمِن ااحَتّٰىاالْمُشْرِكٰتاِاتنَْكِحُوااوَلَا ناْاخَيْر اامُّ شْرِكَة اام ِ احَتّٰىاالْمُشْرِكِيْناَاتنُْكِحُوااوَلَاااۚعْجَبتَكُْماْاَاالَواْو اامُّ

ؤْمِن ااوَلَعبَْد اااۗيؤُْمِنوُْا ناْاخَيْر اامُّ شْرِك اام ِ لَواْامُّ اااۗاعَْجَبَكُماْاو 
 
ُاااۖالن اراِاىالَِااوْناَيَدعُْااىِٕكاَاوُلٰ ااوَاللّّٰ اباِِذنِْه اۚالْمَغْفِرَةِاوَااالْجَن ةاِاالِىَايَدعُْوْْٓ

 يتَذَكَ رُوْناَالَعلَ هُماْالِلن اسِاااٰيٰتِه ااوَيبُيَ نِاُ

Artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, 

hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia 

menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang 

beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik 

daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”(Q.S. Al-Baqarah : 221) 

Serta tercantum dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut : 

 

ااال ذِيْناَايْٰٓايَُّهَا ءَكُماُااِذاَااٰمَنوُْْٓ ُاانوُْهنُ اۗفاَمْتحَاِامُهٰجِرٰت ااالْمُؤْمِنٰتاُاجَا  اترَْجِعوُْهنُ اافلََاامِنٰت امُؤاْاعَلِمْتمُُوْهنُ اافاَِناْاهِن اباِِيْمَانِااعْلَماُاَاااَللّّٰ

آْااماْوَاٰتوُْهُاالَهُن اۗايحَِلُّوْناَاهُماْاوَلَاال هُماْاحِل ااهنُ االَااالْكفُ ارِۗااالِىَ اتمُُوْهنُ ااٰتيَاْااِذآَْااتنَْكِحُوْهنُ ااانَاْاماْعَليَْكُااجُناَحاَاوَلَااقوُْااۗانَْفَاام 

ِااحُكْمُااكُماْذٰلاِاانَْفقَوُْااۗامَآْاالوُْاوَلْيَسْـَٔااانَْفقَْتمُاْامَآْااوَسْـَٔلوُْااالْكَوَافرِاِابِعِصَماِاتمُْسِكوُْااوَلَاااجُُوْرَهنُ اۗ ُااكُماْۗبيَْنَايحَْكمُُااۗاللّّٰ ااحَكِيْم ااعَلِيْم ااوَاللّّٰ

 

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang 

berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan 

mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) 

perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir 

(suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak 

halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. 

Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. 

Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. 

Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan 

(kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar 

yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah 

yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-

Mumtahanah: 10) 

 

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang negara, tetapi 

sering kali dijadikan rujukan dalam pembentukan kebijakan dan keputusan hukum di Indonesia. 
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Misalnya, dalam banyak kasus pernikahan beda agama yang diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA), 

petugas kerap menolak pencatatan pernikahan berdasarkan fatwa MUI, meskipun hukum positif 

Indonesia tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama. Selain itu, fatwa ini juga 

mempengaruhi putusan hakim di pengadilan agama, yang cenderung menolak permohonan isbat 

nikah bagi pasangan beda agama. Dengan demikian, meskipun fatwa MUI bukan hukum negara, 

penerapannya di tingkat administratif dan yudisial sering kali memperkuat pandangan bahwa nikah 

beda agama tidak diperbolehkan di Indonesia (Mailin, 2016). 

Dari perspektif sosial, fatwa MUI memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membentuk 

pemahaman masyarakat tentang pernikahan beda agama. Banyak keluarga Muslim yang menolak 

pernikahan anak mereka dengan pasangan non-Muslim karena berpegang pada fatwa ini, sehingga 

menimbulkan berbagai dinamika sosial, seperti tekanan untuk berpindah agama atau bahkan putusnya 

hubungan keluarga. Selain itu, stigma terhadap pasangan beda agama juga berkembang di tengah 

masyarakat, di mana mereka sering dianggap melanggar norma agama dan menghadapi kesulitan 

dalam menjalani kehidupan berkeluarga, terutama dalam hal pendidikan agama bagi anak-anak 

mereka (Karimulloh et al., 2020). 

Namun, dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan dinamis, fatwa ini juga mendapat 

kritik dari beberapa kalangan, termasuk akademisi dan aktivis hak asasi manusia. Kritik utama yang 

muncul adalah bahwa fatwa MUI tidak memberikan ruang bagi konteks sosial yang lebih luas, di mana 

pernikahan beda agama menjadi bagian dari realitas yang tidak bisa dihindari. Beberapa ulama 

kontemporer juga berpendapat bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku, dan dalam 

kondisi tertentu, pernikahan beda agama bisa saja dibolehkan dengan syarat tertentu. Misalnya, dalam 

kasus di mana pasangan memiliki kesepakatan untuk tetap menjalankan ajaran agama masing-masing 

tanpa paksaan, beberapa pandangan moderat mengusulkan bahwa pernikahan semacam ini bisa saja 

diberi solusi hukum (Sibawaihi & Baharun, 2017). 

Dengan adanya perbedaan pandangan ini, penting bagi negara dan masyarakat untuk mendekati 

persoalan pernikahan beda agama secara lebih inklusif dan kontekstual. Meskipun fatwa MUI memiliki 

landasan teologis yang kuat, penerapannya dalam kehidupan sosial harus mempertimbangkan aspek 

pluralisme dan hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Oleh karena itu, perlu ada dialog 

yang lebih luas antara ulama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk mencari solusi yang tidak 

hanya berbasis pada norma agama, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan 

beragama, dan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum. 

 

3. Dinamika Hukum Perdata Islam dalam Menghadapi Perkembangan Praktik Nikah Beda 

Agama 

Hukum perdata Islam selalu mengalami dinamika seiring dengan perkembangan masyarakat 

dan perubahan sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu isu yang paling menonjol 

adalah persoalan pernikahan beda agama, yang sejak awal Islam telah diatur dengan ketentuan yang 

ketat. Dalam fikih klasik, ketentuan ini didasarkan pada prinsip perlindungan akidah umat Islam. 
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Mayoritas ulama menegaskan bahwa perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-

Muslim, sedangkan laki-laki Muslim diberikan kelonggaran untuk menikahi perempuan dari kalangan 

Ahlul Kitab. Aturan ini lahir dalam konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam dan awal Islam, di mana 

identitas agama dan kesatuan umat menjadi aspek yang sangat dijaga (Hernawati & Istiqamah, 2021). 

Seiring perkembangan zaman, interaksi lintas agama dan budaya semakin meluas, khususnya di 

era globalisasi. Dinamika ini membawa konsekuensi logis terhadap hukum perdata Islam, termasuk 

dalam isu nikah beda agama. Masyarakat yang semakin terbuka menyebabkan kasus pernikahan beda 

agama tidak lagi menjadi fenomena langka, melainkan sesuatu yang semakin sering ditemui. Kondisi 

ini memunculkan perdebatan baru mengenai relevansi aturan fikih klasik dalam menghadapi 

tantangan kontemporer, khususnya di negara-negara yang tidak sepenuhnya menerapkan hukum 

Islam sebagai dasar sistem hukum mereka (Suadi, 2021). 

Di beberapa negara Muslim seperti Mesir, Yordania, atau Arab Saudi, hukum keluarga Islam 

masih berlaku secara ketat, dan larangan nikah beda agama tetap dipertahankan. Mesir, misalnya, 

hanya mengakui keabsahan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, tetapi 

tetap melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini menegaskan 

keberlanjutan tradisi fikih klasik dalam hukum positif mereka. Namun, perbedaan muncul di negara-

negara yang lebih pluralistik atau yang menganut sistem hukum sekuler, di mana hukum agama tidak 

secara langsung menjadi acuan utama dalam regulasi perkawinan (Haq et al., 2023). 

Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana perbedaan antara hukum Islam dan hukum negara 

melahirkan problematika dalam praktik nikah beda agama. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 memang tidak menyebutkan secara tegas larangan terhadap pernikahan beda agama, tetapi 

pasal-pasalnya mengisyaratkan bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum agama masing-masing. 

Rumusan ini justru menimbulkan ambiguitas, karena di satu sisi hukum negara tidak secara eksplisit 

melarang, namun di sisi lain hukum agama Islam jelas menolak. Akibatnya, banyak pasangan beda 

agama mengalami hambatan administratif ketika hendak mencatatkan pernikahan mereka (Purnama, 

2021). 

Dalam praktiknya, lembaga pencatatan perkawinan di Indonesia, baik Kantor Urusan Agama 

(KUA) untuk umat Islam maupun Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim, cenderung merujuk pada 

ketentuan agama masing-masing. Bagi umat Islam, KUA menolak mencatatkan nikah beda agama 

karena dianggap tidak sah menurut syariat. Sementara itu, Catatan Sipil kadang dapat menerima 

pencatatan, tetapi hal ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait keabsahan akad nikah menurut 

Islam. Ketidaksinkronan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum agama, hukum negara, 

dan kebutuhan sosial masyarakat (A’yun & Hidayatullah, 2023). 

Perubahan sosial di era modern juga mendorong lahirnya pemikiran kontemporer dalam 

hukum Islam. Beberapa pemikir Muslim modern berpendapat bahwa hukum Islam seharusnya lebih 

fleksibel dan kontekstual dalam menyikapi realitas pernikahan beda agama. Mereka berargumen 

bahwa maqashid syariah, atau tujuan utama syariat, seperti menjaga keharmonisan sosial, 

mewujudkan keadilan, dan melindungi hak individu, dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali 

larangan mutlak terhadap pernikahan beda agama. Perspektif ini tidak serta-merta membolehkan 
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pernikahan beda agama, tetapi membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang kemungkinan 

penafsiran hukum yang lebih inklusif (Mustajab & Zahara, 2023). 

Namun, pemikiran ini tidak terlepas dari kontroversi. Sebagian ulama tetap berpegang pada 

pandangan klasik dengan alasan bahwa kelonggaran hukum dalam hal ini berpotensi melemahkan 

akidah umat Islam. Mereka menilai bahwa pernikahan beda agama dapat menimbulkan dampak 

negatif terhadap pendidikan anak, pembinaan keluarga, serta kohesi sosial umat. Pandangan 

konservatif ini menegaskan bahwa syariat Islam harus tetap dijaga secara ketat agar tidak kehilangan 

esensinya sebagai benteng moral masyarakat. Perdebatan antara kelompok moderat dan konservatif 

ini memperlihatkan dinamika internal hukum perdata Islam dalam menghadapi realitas sosial yang 

terus berubah (Sanusi, 2019). 

Selain itu, globalisasi dan meningkatnya arus migrasi turut mempercepat munculnya kasus 

pernikahan beda agama. Dalam konteks diaspora Muslim, misalnya, umat Islam yang tinggal di negara-

negara Barat seringkali menjalin hubungan dengan non-Muslim dan menghadapi dilema hukum ketika 

ingin melangsungkan pernikahan. Fenomena ini semakin menegaskan pentingnya adanya respon 

hukum Islam yang adaptif dan realistis. Jika hukum Islam tidak mampu memberikan solusi, maka umat 

Islam berpotensi mencari jalan keluar di luar kerangka hukum syariah, yang justru dapat mengurangi 

wibawa hukum Islam itu sendiri (Dardiri, 2019). 

Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum perdata Islam tidak bisa dipahami sebagai sistem 

yang statis. Ia senantiasa berinteraksi dengan konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam 

hal nikah beda agama, hukum perdata Islam harus berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat 

modern lebih menekankan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pilihan individu. 

Oleh karena itu, dialog antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting untuk 

merumuskan solusi hukum yang seimbang antara ketentuan syariat dan kebutuhan sosial (Kuswan 

Hadji et al., 2024). 

Tantangan utama bagi hukum perdata Islam dalam menghadapi praktik nikah beda agama 

adalah bagaimana menjaga kesucian prinsip-prinsip dasar syariat tanpa mengabaikan realitas sosial 

yang berkembang. Pendekatan yang moderat, inklusif, dan berbasis pada kemaslahatan umat perlu 

dikembangkan agar hukum Islam tetap relevan. Transformasi hukum perdata Islam tidak boleh 

dipandang sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran agama, melainkan sebagai upaya untuk 

memastikan bahwa hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai pedoman moral, hukum, dan sosial di 

tengah masyarakat global yang semakin pluralistik. 

 

4. Konflik Antara Hukum Agama dan Hukum Negara dalam Pengaturan Nikah Beda Agama 

Konflik antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan nikah beda agama di 

Indonesia merupakan salah satu isu hukum keluarga yang paling rumit dan sensitif. Di satu sisi, hukum 

Islam menempatkan pernikahan sebagai institusi suci yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan 

syariat, sehingga perkawinan antaragama dianggap menyalahi prinsip dasar dalam menjaga akidah. Di 

sisi lain, hukum negara berlandaskan pada konstitusi yang menjamin kebebasan setiap warga negara 
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untuk beragama dan memilih pasangan hidup. Pertentangan nilai inilah yang melahirkan ketegangan 

antara norma agama dan norma hukum positif dalam praktik pernikahan di Indonesia (Gemilang, 

2017). 

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama secara konsisten melarang perempuan Muslim 

menikah dengan laki-laki non-Muslim dengan alasan menjaga agama (hifz al-din) dan memastikan 

keberlangsungan nilai Islam dalam keluarga. Sementara itu, meskipun terdapat kelonggaran bagi laki-

laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahlul Kitab, banyak otoritas keagamaan modern tetap 

memandang praktik tersebut tidak sejalan dengan maqashid syariah di era sekarang. Larangan ini 

diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa nikah beda agama tidak 

sah dalam perspektif Islam, sehingga tidak dapat dicatatkan secara resmi melalui lembaga keagamaan 

seperti KUA (Anwar et al., 2024). 

Berbeda dengan hukum Islam, hukum negara tidak memberikan larangan eksplisit mengenai 

nikah beda agama. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa 

perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 

Formulasi ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas. Di satu sisi, ketentuan tersebut dimaksudkan 

untuk menghormati keberagaman agama di Indonesia, tetapi di sisi lain justru menimbulkan 

kekosongan hukum dalam praktik karena tidak ada aturan teknis yang jelas mengenai tata cara 

pernikahan beda agama (Zulfikar & Fathinuddin, 2023). 

Akibat kekosongan tersebut, lembaga pencatatan nikah di Indonesia sering kali menolak 

pencatatan nikah beda agama. Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai instansi yang berwenang bagi 

Muslim, hanya mencatatkan pernikahan yang sesuai syariat Islam. Sementara itu, catatan sipil juga 

cenderung menolak pernikahan beda agama jika salah satu pihak beragama Islam, dengan alasan 

bahwa hal tersebut bertentangan dengan aturan agama. Praktik ini menimbulkan kesulitan bagi 

pasangan beda agama yang ingin melangsungkan pernikahan sah di Indonesia (Fuji et al., 2022). 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, banyak pasangan beda agama memilih berbagai jalan 

alternatif. Sebagian memilih menikah di luar negeri, terutama di negara yang menganut sistem hukum 

sekuler, agar pernikahannya dapat diakui ketika kembali ke Indonesia. Ada pula yang melakukan 

konversi agama secara administratif, meskipun sering kali hanya bersifat sementara dan tidak 

berdasarkan keyakinan yang tulus. Selain itu, ada pasangan yang mengajukan permohonan ke 

pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pencatatan pernikahan mereka, meskipun putusan 

pengadilan cenderung bersifat kasuistis dan tidak selalu dapat dijadikan preseden umum (Husnul, 

2015). 

Ketegangan ini tidak hanya menyangkut persoalan administratif, tetapi juga berimplikasi pada 

status hukum pernikahan itu sendiri. Tanpa pengakuan yang jelas dari negara, pasangan beda agama 

menghadapi ketidakpastian dalam aspek hak-hak keluarga, seperti warisan, kepemilikan harta 

bersama, maupun status hukum anak. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara sah 

dapat menghadapi kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan maupun pengakuan hukum 

atas hak-haknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik antara hukum agama dan hukum negara 

berimplikasi langsung pada hak-hak sipil warga negara (Sinaga, 2020). 
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Selain masalah hukum, konflik ini juga berdampak pada aspek sosial dan budaya. Pasangan beda 

agama sering kali menghadapi tekanan dari keluarga maupun masyarakat yang masih memandang 

pernikahan lintas agama sebagai hal yang tabu. Penolakan sosial ini diperkuat oleh legitimasi hukum 

agama yang menolak pernikahan beda agama, sehingga pasangan tidak hanya berjuang melawan 

sistem hukum yang tidak berpihak, tetapi juga menghadapi stigma sosial yang cukup berat. Situasi ini 

kerap menimbulkan ketegangan psikologis dan bahkan keretakan dalam hubungan keluarga (Lestari, 

2012). 

Dalam menghadapi dilema ini, muncul perdebatan mengenai perlunya reformulasi hukum 

perkawinan di Indonesia agar lebih responsif terhadap realitas sosial yang semakin plural. Sebagian 

kalangan mengusulkan adanya mekanisme pernikahan sipil yang dapat mengakomodasi pasangan 

beda agama tanpa harus bertentangan dengan ketentuan agama tertentu. Model ini sudah diterapkan 

di beberapa negara dengan sistem hukum ganda, di mana pernikahan sipil diakui negara sementara 

pernikahan agama tetap berjalan sesuai keyakinan masing-masing (Ismail, 2019). 

Namun, gagasan ini menghadapi tantangan besar di Indonesia yang menjadikan agama sebagai 

fondasi penting dalam pengaturan perkawinan. Penerapan pernikahan sipil dikhawatirkan akan 

melemahkan peran agama dalam kehidupan keluarga, serta dianggap bertentangan dengan nilai-nilai 

Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pertama. Oleh karena itu, 

diperlukan dialog yang intensif antara pemuka agama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk 

mencari titik temu yang tidak hanya menghormati hak individu, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai 

agama dalam masyarakat (Kadir, 2025). 

Sebagian akademisi hukum menilai bahwa jalan tengah dapat ditempuh dengan memberikan 

ruang interpretasi yang lebih luas terhadap Pasal 2 UU Perkawinan 1974. Dengan pendekatan 

kontekstual, pasal tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa setiap agama berhak 

menentukan syarat sahnya pernikahan, tetapi negara tetap dapat menyediakan mekanisme alternatif 

bagi mereka yang tidak dapat menikah secara agama. Dengan demikian, hukum agama tetap 

dihormati, sementara hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi (Nurhadi, 2018). 

Konflik antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan nikah beda agama tidak 

dapat dipecahkan hanya melalui pendekatan hukum semata. Persoalan ini menyangkut dimensi 

teologis, sosiologis, dan kultural yang saling terkait. Solusi yang ditawarkan harus mempertimbangkan 

keseimbangan antara perlindungan akidah dan kebebasan individu, antara norma agama dan norma 

konstitusi, serta antara nilai tradisional dan realitas modern. Dengan pendekatan yang inklusif dan 

dialogis, diharapkan Indonesia dapat menemukan model hukum perkawinan yang lebih adil dan sesuai 

dengan karakter masyarakatnya (Pajriati & Rohmah, 2022). 

Meskipun jalan menuju harmonisasi hukum agama dan hukum negara dalam isu nikah beda 

agama masih panjang, diskursus ini penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum 

keluarga yang lebih adaptif. Transformasi hukum yang memperhatikan pluralitas masyarakat tanpa 

mengorbankan prinsip-prinsip agama akan menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan 

hukum perkawinan di era globalisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang 
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mampu mengelola perbedaan dalam bingkai hukum yang adil, inklusif, dan berkeadilan sosial 

(Nurhayati, 2019). 

 

Penutup 

Transformasi hukum perdata Islam dalam praktik nikah beda agama merupakan fenomena yang 

kompleks dan dinamis. Hukum Islam secara tradisional melarang pernikahan beda agama, terutama 

bagi perempuan Muslimah, berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan pandangan ulama klasik. 

Namun, dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural, muncul berbagai interpretasi baru 

yang mencoba menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang. Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) tetap mempertahankan pandangan konservatif dengan menegaskan larangan 

nikah beda agama, yang kemudian berpengaruh pada praktik pencatatan pernikahan di Indonesia. 

Ketegangan antara norma agama dan hukum positif ini menciptakan berbagai tantangan hukum bagi 

pasangan yang ingin menikah lintas agama, baik dari segi administratif maupun pengakuan hukum di 

masyarakat. 

Dalam menghadapi transformasi ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual 

dalam memahami hukum perdata Islam terkait nikah beda agama. Dialog antara pemuka agama, 

akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang tidak hanya 

mempertahankan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 

Pendekatan yuridis yang lebih fleksibel dan berbasis pada maqashid syariah dapat menjadi jalan 

tengah dalam menjawab perdebatan ini, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan 

perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum perdata Islam dapat terus berkembang 

secara adaptif tanpa kehilangan esensi dasarnya dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai 

keagamaan dalam praktik pernikahan di Indonesia. 
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